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1. Permohonan dari masygmmﬁﬁhﬂ%@a}gﬁﬁﬁﬁlt'%‘rﬁg&@gklien Pemasyarakatan yang melakukan

pelanggaran hukum

No. SK :

2. Adanya dugaan pelangaraan yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah

penahanan dari kepolisian

Sistem, M ekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien

Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan

2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu

menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB

3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara

pemeriksaan

4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan

pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi paling lama 3 (tiga) Hari atas usulan pencabutan keputusan
sejak usulan diterima
3. Kepala Bapas melakukan perbaikan usul pencabutan keputusan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung

sejak tanggal pengembalian usul pencabutan keputusan diterima

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya

13 Hari
1. Pemeriksaan terhadap klien yang diusulkan pencabutan dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari
I Produk Pelayanan
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1. Kelengkapan dokumen p/éﬁpégyypéﬁléacgﬁq@p&mg&uméﬁﬁri Narapidana berada di Lapas;

2. Kelengkapan dokumen waijib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana
berada di Lapas;

3. dalam hal surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tidak mendapatkan balasan paling lama 12 (dua
belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan dikirim, Cuti Bersyarat tetap diberikan;

4. Kepala Lapas wajib melakukan perbaikanusul pemberian Cuti Bersyarat paling lama 3 (tiga) Hari
terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Cuti Bersyarat;

5. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Cuti Bersyarat paling
lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Cuti Bersyarat paling
lama 3(tiga) Hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian Cuti Bersyarat diterima dari Kepala Lapas;

7. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin
tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

8. Petugas mencetak salinan keputusan Cuti Bersyarat yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur

Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.
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